
6. l 'ndang-undang Nornor 1 X 1 ahun 1997 tentnng Pajak Daerah clan Retribusi Daerah 
(T cmbaran k~arn Tahun 1997 10111or 41 Tamhahan T cmbaran Negara Nomor 
3685). sebaaauuana drubah dcngan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lcrnbaran Negara Tahun 2000 Nornor 216. Tambahan Lembaran [egara Nornor 
l11t~l · 

5. Lndang-undang Nomor 9 Tahun 1995 renung Usaha Kecil ( Lembaran .egam 
T .1h11n J 995 Nomor 4 Tambahan Lembaran egara ornor 3411 ); 

4. Undang-undang Nornor 5 'l'ahun 1984 tcntang Perindustrian (I .ernbaran Negara 
1 ahun lY5-l l\omor 22, Tarnbahan Lcrnbaran l'.1-:gara 'ornor 3274) : 

3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tenrang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran 
. \gar., Tz1lu11; 1982 'omor 7, Tambalun Lembaran );c~.:ira Nomor 321-l): 

2. Lmiang-umhmg Nornor 8 Tahun 19~; I icnumg Hukum Acara Prdana (Lcrnbaran 
. eaara l anun 1981 Nomor 76, '1 ambahan Lernbaran l egara Nomor 3209); 

\ knein~a: . 1 T 'ndang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tcntang Pembcnrukan Dacrah-dacrah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propms: Jawa Tengah , 

c bahwa <ehubungan dcngan maksud tcrsebut huruf a dan b di alas. perlu ditetapkan 
dcnguH Pei u!UJ ,111 Daerah , 

h, bahwa dalam rangka pcmbinaan, pcngcrnbangan, pengawasan, dan pengendalian 
tcrhadap mdustn scrta guna pclaksanaan pcrnungutan rctribusi, pcrlu mcngatur 
rerrihusi Izin Bidang Industri : 

i\f...:mmh,mg. a. balm-a dcngan diundungkannya Undaug-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemenntahan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Pcrubahan at;1~ Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Rerrihusi Dnerah. maka pemherian I1in Bidang Industri merupakan kewenangan 
I'emer intah Kabupaten ; 

IJl•:NGAN RAI IMAT 'l'lll lAN YAN(; MAJ IA !'.:SA 
IlllPATI KlTnlJS, 

RETRJilUSI lZIN DIDA.NG I~l)lTSTRI 

FERA TUR.AN DAERAII KADUPATEN KUDUS 
NOMOR 6 T AHUN 2002 

PE1'IERINTAII KAilliPATEr-; KUDl,S ~- - = 
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'1 Kepurusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 
Juli 2002 Nomor 172/ 1912002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peramran 
Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Izin Bidang Industri untuk 
ditetapkan mcmja<li Peraturan Daerah ; 

Mempcrhatikan : l. Instruksi Prcsiden Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyederhanaan dan 
Pengcndalian Perizinan di Bidang Usaha : 

17. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590 I MPP I Kep I 
10 I 1999 tentang Ketentuan dan Taracara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin 
Periuasan dan Tanda Dafter Industri ; 

16. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148 I M I SK I 7 I 1995 teniang 
Penetapan Jenis clan Komoditi Industri yang Proses Produksinya tidak Merusak 
ataupun Membahayakan Lingkungan serta tidak Menggunakan Sumber Daya Alam 
Secara Berlebihan : l 

15. Kepurusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Pcraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan 
Pemerintah. dan Rancangan Keputusan Presiden 

14. K .. putusau Presiden Nomoi 16 Tahun 1987 tentang Pembinaan Penyederhanaan Izin 
I saha Industri : 

13. Peramran Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Tahnn 2001 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 4139); 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kcwcnangan Pcmerintah dan 
Kewenangan Propinsi sebaga; Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor S4. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;' 

8. Undang-un<l.mg Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 199~ Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); 

9. Peraturnn Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksenaen Kitab Undang 
undimg Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan 
Lembarau Negara Nomor 3258) ; 

10. Pcraturan Pemcrintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, 
Pembmaan, dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Taboo 1986 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Neg3ra Nomor 2330); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tenrang Izin Usaha Industri (Lembaran 
Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ; 

I 

7· l n<lang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(l,emharan Negara Tahun 1997 Nomor 6!! Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3G99); ' 
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10. Kelompok Indusrri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yang meliputi 
kclompok industn hulu/dasar, kelompok industri hilir. serta kelompok industri 
kecil : 

9. Badan adalah sckumpulan orang dan atau modal. yang merupakan kesatuan 
yang melakukan usaha yang meliputi pcrseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lamnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan 
dalam benmk apapun, persekutuan, pcrkumpulan, firma, kongsi, koperasi, 
yayasan, lembaga, serta bentuk usaha tetap lainnya ; 

8. Perusahaen Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang 
usaha industri yang berhentuk perorangan atau hadan yang berkedudukan di 
Kabupaten Kudus ; 

7. Industri adalah kcgiatan ckonomi yang mcngolah bahan mcntah, bahan baku, 
barang setengah jadi, clan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang 
lebih tinggi unruk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan 
rckayasa industri ; 

6 Kepala Insiansi yang ditunjuk adalah Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagien di 
lingknngan Pemerintah Kabuparen Kudus yang dimnjnk oleh Bupati dan 
di11ciahi tugas serta tauggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini · 

5. Instansi yang ditunjuk adalah Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan 
Pcmerintah Kabupatcn Kudus yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pelaksana 
Peraturan Daerah ini ; 

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kahupaten Kudus ; 

3. Bupati adalal. Bupati Kudus ; 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ; 

1. Dacrah adalah Kabupatcn Kudus ; 

Dalam Pc1utw·1u1 Daerah ini yang dimaksud deugan : 

Pac;nl 1 

KETENTUANUMUM 

BABI 

PERATt RAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG RETRIBUSI IZrN 
RIDANG TNDOSTRJ. 

MEMUTUSKAN : 

Dengan persetujuan 
l>EWAt..J PEH\V AKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN k---UOUS 
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21. Surat Kctctapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat ~KRD adalah 
surai ketetapan retribusi yang. menentukan besarnva pokok retribusi : 

22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjumya ~isin~! S~ adalah surat 
untuk mdakukan tagihan r~tribusi dan atau sanks1 adnurustras1 bempa bunga 
ilim atau <ltm<la ; 

20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan un~lk melakukan pembayaran 
retribusi, teunasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ; 

i 
I 
I 

19. Retnbusi Izin Bidanz Industri adalah pembayaran atas pemberian izin bidang 
industri yang meliputi Izin Usaha Industri, lzin Perluasan Perusahaan Industri, 
dan Tanda Daftar Industri kepada Wajib Retribusi : • 

1 X. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 
Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pernbinaan, pengamran, pengendalian, dan pengawasan atas 
kegiatan pemanfaatan ruans, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana 
atau Iasilita« tertentu guna melindungi kepenringan wnum dan menjaga 
kelcstarian lingkungan ; 

l 7. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yani: diberikan kepada perusahaan 
industri untuk dapat langsung mclakukan persiepan-persiepen dan usaha 
pembangunan, pengadaan clan pemasangan sarana produksi serta sebagai 
persyaratan untuk memperoleh izin-izin sesuai peraturan perundang-undangan 
yang bcrlaku ; 

lG. Tanda Daftar Industri adalah Izin yang diberikan kepada orang pribadi atau 
badan untuk mendirikan perusahaan industri yang termasuk dalam kclompok 
Industri Kecil : 

11. J~.is lndu11trt· ad"l"' b . 
c " tut agian suatu cab · d · yang sama tlan I a tau basil her ifi ang. in ustn yang mempunyai ciri khusus 

nya 8 al akhir dalam proses produksi ; 
l2 Kot oditi It 

. n 1 idustri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan 
mempakan bagian dari jenis industri : 

l3 · Izin Bidang lndustri adaWl. l · · · 
yan~ meliputi I . Usah ~yang _chb~kan kepada orang pribadi atau badan 
T anda Daftar Ind zmtri' ~ pa du?tri, ~ ~erluasan Perusahaan Industri, dan 

\13 serta cnctuJuan Prinsip ; 

14. Iz.iu Usaha Industri dalal · · · · 
k . . 1 a t izin yang diberikan kepeda orang pribadi atau badan 

unni mendmkan perusahaan industri ; 

15· ~er~~asan Perusahib ~ lndustri yang selanjutnya disebut lzin Perluasan 
a m~ Y~g di erikan kepada orang pribadi atau badan yang telah 
memp~ya1 l~n. Usaha Industri yang melakukan penambahan kapasitas 
P~ukst melebihi 30·_% ( tiga puluh persen ) dari kapasitas produksi yang telah 
diizinkan ~ 
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( 1) Izin I Jsaha lndusrri dapat diherikan langsung pada saat permintaan izin tanpa 
melalui tahap persetujuan prinsip, apabila perusahaan industri tersebut 
memenulii ketentuan sebagai berikut : 

Pasa! 4 

(5) T:it.'.lCJJ'J pemberian persetujuan prinsip diatur lebih lanjut oleh Bupati, 

( 4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimak sud ayat (3), pemohon/ 
p e 111 .. ~rut~ pers .. tujuan prinsip tidak meuyelesaikan pembangunan dan sarana 
produksi serta belum mcmperoleh izin-izin sesuai peraturan perundang 
undangan yang bcrlaku, maka pcrsetujuan prinsip tcrsebut batal demi hukum. 

(3) Persctujuan Prinsip berlaku sclama jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung 
seiak tanggal diterbitkan dan bukan mcrupakan izin untuk melakukan produksi 
komersial, 

• 

(2) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada 
Perusahaan Industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan 
usaha pembangunan, pengadaan <lan pemasangan sarana produksi yang 
diperlukan, serta schagai persyaratan unruk pengajuan izin-izm sesuai peramran 
perundang-undangau yang berlaku . 

( 1) Untuk mcmpcrolch Izin Usaha Industri scbagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) 
uiperlukan tahap Persetujuan Prinsip, 

Pll6al 3 

( 4) Taiacarn pemberian Izin Uaahe lndustri diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

0) Mn U11ah11 lndusir] scbagalmnnn dimnksud ayot (I) berlaku selama Perusahaan 
lndustri yang bersangkutan bcroperasi, dan sctiap S (Ii~) tahun sekali wajib 
mclaksanakan dnftar ulnng lzin Usaha Induarri, 

(2) Pcrusahaan Induuri ~ebniinimana dimaksud aya! (1) adalah perusahaan industri 
y11ng mempunya! nilni i11ve11t1111i seluruhnya di 11ta11 Rp200.000.000,- (<lua ratus 
jura rupiah) tidak tcrm111111k tanah dan hangunan tempat 1111aha. 

(l) Setiap pendirian peruaahaan industri wajib memperoleh Izin Usaha Industri. 

Paaal 2 

BnglKn Pertama 
11.111 U11ah11 Industrl dan Persetujuau Prlnslp 

IZIN BIOANG INDUSTRI 

BAU ll 

~-' s ~~ill 1'.~t;:1t1pnn Retribus: Daerah Lcbih Bayar yang aelartjutnya di!!ingkat 
• . IU)I' I\ 11d11luh 1111r?l ketcilnpan retribusi yllflg menentukan jumlah kelebihsn 
l''·11~ll.l\,1ran 1ctrihw11 karena jnmlah kredit retrihm1i lebih besar daripada 
•eluh11111 y.11111, teiutaug arau tidak seharusnya terutang, 

.. -··-·-~----- 



{2) Perusahaan industri yang melaksanakan pendaflaran industri sebagaimana 
dirnaksud ayat ( 1) diherikan Tanda Daftar Indusrri. 

( 1) Perusahaan lndustri dalam kelompok industri kecil yang tidak diwajibkan 
memperoleh Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) wajib 
melaksanakan pendaftaran indusrri, 

Pasal 7 

Bagian Ketiga 
Tanda Duftar Industri 

(4) Tatacara pemberian Izin Perluasan Perusahaan lndustri diamr lebih lanjut oleh 
Bupati. • 

(3) Perusahaan Industri yang tclah memiliki Tanda Daftar Industri yang melakukan 
perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang 
diizinkan, yang mengakibatkan nilai investasi seluruhnya melebihi 
Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan hangunan 
diwajibkan mengajukan permohonan Izin Usaha Industri . 

(Z) Perusahaan L11d11'!tri yan2 telah memiliki Tanda Dafter Industri yang melakukan 
perluasan m,=lc:liihi 30 % (tiga puluh perseu) dari kapasitas produksi yang 
diizinkan, rctapl nilai investas! scluruhnya tidak rnelebihi Rp 200.000.000,- (dua 
ratus juta rupiah) tidak tcrmasuk tanah dan bangunan diwajibkan mengajukan 
permohonan lzin Perluasan Perusahaan Industri, 

(I) Perusahaan lndustri yang tel ah mcmiliki Izin Usaha Industri yang mclakukan 
perluasan melcbihi :JO % (tiga puluh persen) dari k.'.ipll.llibs produksi yang 
diizinkan, diwajibkan mengaiukan permohonan Izin Periuasan Perusahaan 
Industri. 

Pasal li 

Bagian Kedua 
Izln Perlunsan Perusahaan Industrl 

!zin Usaha Industrt ciberfkan kepada Perusahaan Industri yang kegiatan usaha 
industrinya bcrlokasi di lahan pcruntukan Industri dan telah sclcsai rncrnbangun 
pahrik serta sarana produksi, 

(2) Jonis clan komoditi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, cliatur Jcbih lanjut 
oleh Bupati, . 

a ixmsahaan industri Y.lng berlokasi di Kawasan Industri yang telah 
memiliki izin, alau 

h, jenis dan kornoditi yang pro11e11 produksinya tidak merusak araupun 
membahayak,,n lingkungan serta tidak menggunakan sumber daya alam 
secara berleblhan. 



(3) Unruk perusahaan selain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), wajib 
mernenuhi persyaratan lingkungan hidup. 

(4) Persyaratan Lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih 
lanjut olch Bupati. 

(2) Permohouan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri : 
a. fotocopi Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar lndustri : 
b. rencana perluasan industri. 

( 1) Untuk mcmperolch Izin Perluasan Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud 
Pasal 6 ayat (1), orang pribadi atau badan mengajukan permohonan secara 
tertulis kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk. 

• Pa.sal 9 

(3) Perusahaan lndustri yang tclah memiliki Tanda Daftar lndustri yang melakubn 
perluasan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) harus mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Instansi yang ditunjuk dengan 
melampirkan : 
a. uaflur ~arnnn dan prlll!aranu produksi yang diperluas ; 
h. fotocopy clan Asli Tanda Daftar Industri. 

( 2) Pcrmohonan sebagaimana dimaksud ayat ( l) dilampiri : 
a. foiocopy KTP ; 
b. fotocopy akta pendirian perusahean bagi perueahaan yang berbadan hukum; 
c. fotocopy kepumsan perizinan yang berkaitan dengan pendirian perusahan ; 
J. folV\:upy persetujuan prinsip, bagi perusahaan yang diwajibkan untuk 

mengajukan pcrsetujuan prmslp. 

(1) Untuk memptm>lch Izin Uimhn Industri dun Tanda Dafter Industri sebagaimana 
dimaksud Pasal 7. ayat ( 1) dan Pa11al 7 ayat (2), orang prihacti atau badan 
meugajukan pet mohonan secara tertulis kcpada Dupatl atau Instansi yang 
ilitw1juk. 

Pasal 8 

Raglan Keempat 
Persyaratan Perlzlnan 

(3) P~rusahaan L'ld ....... b · · u~111 se nga1mana dtmaksud ayat (1) adalah perusahaan industri 
yang mempunyai nilai inveetesi scluruhnya sampai dengan Rp200 000 000 - 
( dna ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah· dan hangunan tcmpat usaha, . ' 

( 4) Tanda Dattar Industri sebagaimana dimaksud avat (2) berlaku selama 
P(..'TUSka"~h~ industri yang bersangkutnn beroperasi dan setiap S (lima) tahun 
sc h wa.11b mclaksan.akan daftar ulang Tanda Daftar Industri. 

(S) Tatacara pcmbcrian Tanda Daftar Industri diatur lebih la)\jut oleh Bupati. 

., 
I 



1. mcnirnbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum ; 
2. pemegang izin tidak mentaati kerentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 

i2; 
3. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya ; 
4. tidak ru e uyampaikau iii.funuai,i industri atau dengan sengaja menyampaikan 

informasi induarri yang tidak benar. 

Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Perusahaan lndustri, dan Tanda Daftar lndustri 
dapat dicabut apabila : 

Pa.~al 13 • 
PENCAllUT AN IZIN 

BAB IV 

1. mclakukan kcgiatan usaha industri yang tidak sesuai dengan ketentuan yang 
diietapkan dalam izin yang diperoleh ; 

2. menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri 
tcrhadap lingkungan hidup melarnpaui batas baku mutu lingkungan. 

Pcimcisa,ug lLU1 dilaraug : 

Pasal 12 

1. mentaau kcwajihan sebagaimana rercanmm dalarn izin ; 
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku ; 
3. mc:fapork:m perkembnngnn perusahaan industri seriap tahun ; 
4. mc.:lapurk:m apabila pcrusahaan industri mclakukan pcmindahan Iokasi dan atau 

pcnggannan hak mihk perusahaan tanpa persetujuan tertulia. 

Pt!m~1Lanii Izin wajib : 

P:ts:tl 1 I 

f\'EW AJJDAN DAN LAIUNGAN 

BABill 

PH~HI JO 

( 1) l ln1t,k mempcroloh Pcn1e111j1um PrinAip sebagaimana dimaksud Pasal ~ ayat ( l) 
Ol'al\8 ib di ' , . pt I a .1 atau b~dan rnengajukan permohonan secara tertulis kepada Ilupati 
alau Instan111 yang ditunjuk. 

< -~) I 'cnt~ohorum ~cbagaimana dimaksud avat ( 1) dilampiri : 
a. totocopi KTP; - 
h, fotocopi akta pondirian perueaheen bagi perusahaen yang berbadan hukum. 

8 



Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemberian Izin Bidang Industri diukur 
herdasarkan jumlah izin yang diberikan, jumlah perusahaan, kelompok clan jenis 
industri, 

CARA MENGUKU}{ TlNGKAT PENGGUNAAN JASA 

BAB VII 

Rerrihnsi Izin Rirlan~ Indnsrri termasnk eolongan Rerribusi Perizinan Tertentu. • Pasal 17 

COLONCAN RETRIBUSI 

DAD VI 

(2) Tidak termasuk Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 
Perusahaan Industri dengan nilai investasi di bawah Rp. 10.000.000,- (sepuluh 
juta rupiah) tidak rermasuk tanah dan bangunan, kecuali apabila dikehendaki 
old, Perusahaan Industri yang bersangkutan. 

(1) Subyck Retribusi adalaJ1 orang pribadi a tau badan yang memperoleh pelayanan 
Izin Bidang Industri, , 

(2) Obyck Rctribusi scbagaimana dimaksud ayat (1), mcliputi: 
a. Izin Usaha Industri : 
b. Izin Perluasan Perusahaan Industri ; 
c. T anda Daftar Industri ; 
d. Daftar Ulang Izin . .. • 

Pasal 15 
0) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Izin Bidang Industri oleh 

Ptml-lrinlah Kabupaten k'1p11Ja orang pribadi atau badan. 

i2) Dcngan retribusi sebagaimana dimeksud ayat {1) dipungut retribusi 11ta11 
pelayanan Izin Bidang Industri. 

Pasal 14 

( I) Nama Retribusi adal~ Retribusi Izin Bidang Industri 

NAl\.fA, ORYF.K OAN SlffiYF,K RF:TRJBTJSJ 

BABV 
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• 
Saar retribusi rerutang adalah pada saat ditctapkannya SK.RD atau dokumen lain yang 
tiin~1~>1,n11l· HI 

Pasal 11 

SAA T RETRIBl'SI TERVT ANG 

R·\R XT 

Wilayah pcrnungutan rctribusi adalah Daerah Kabupaten Kudus, 

Pa-I 21 

WILAYAHPEMlTNGl TAN 

BAB X 

(2) Struktur cian besamya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : 
a Retribusi Izin Usaha lndustri sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) 

~r perusahaan : 
b Retribusi Tanda Daftar Industri sebesar RpS0.000,- (lirna puluh rupiah) per 

perusahaan ; 
c. Rerribusi lzin Perluasan Perusahaan Industn bagi Perusahaan Industri yang 

telah memiliki Izin Usaha Industri, sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu 
rupiah) per perusahaan : 

d. Retribusi Izin Perluasan Perusahaan Indusrri bagr Perusahaan Induslri yang 
telah memiliki Tanda Daftar Industri, sebesar Rp. 50.000.- (fun.a puluh ribu 
rupiah) : 

e. Daftar Ulang Izin sebesar 50 % (Tuna puluh persen) dari ketentuan tarip 
sebagaimana dimaksud huruf a clan b. 

( 1) Struktur dan besamya tarif Retribusi Izin Bidang Industri dibedakan 
berdasarkan jenis perizinan, 

Pasal 20 

STRliKTiiR DAN BE'..SAR.i\i"r' A TAR.IF RETRIBUSI 

BAB IX 

(~) B' bita~a seoagainw:13 dimaksud ayar (I) mel~uti kornponen biaya survei .clan 
aya. tranaporwi dalam rangb pengendalian d.m pengawasan serta biaya 

petnb111.aJn dan biava admimstrasi. 

(l } Pnn c ip dan 
dm,;k ud~ !l~k n d..!lam pm~~pan struktur besamya tarif retribus! 

. an unru menutup sebagian at,u 5cJuruh biaya penyelenggaraM 
l'mLm;m 

BAB \1!! 
l'r?I,~rp , Sl'Hllt [}\"\ S.\~.\RA"' 0\f r\\f Pf.:\r,T.\P . .\.~ 

fl"R DA\ DfSAR\TA T.-\RlF RETRIDUSI 

l O 



(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Teguran atau 
peringaran atau surat lain yang scjenis, Wajih Retribusi harus melunasi retribusi 
terutang dan dikenakan sanksi administrasi, 

( 1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau ridak melunasi pembayaran retribusi, 
nub Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk mengeluarkan surat teguran, 
peringatan atau surat fain yang sejenis. 

Pasal 26 

PRNAf;lHAN RETRIBTJST 

BAB XIV 

(J) Bentuk, isi. kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi diatur 
lebih lanjut oleh Bupati, 

(2) Setiap pernbavaran dicatat <la lam huku penerimaan. 

(I) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pas.11 24 diberikan tanda bukti 
pcmbayaran. 

(2) Tatel cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diamr 
lebih huljul uM1 Bupati. 

( l) Pembavaran rerribusi terutana harus dilakukan secara tunai/lunas. 

1'11.1111 24 

PE!\IDAY ARAN RETRIDUSI 

HABXIII 

(3) Hasil pemungutan rctribust scbagaimana dunaksud ayat (1) disetorkan ke Kas 
Dacrah scsuai pcraturan perundang-undangan yang bcrlaln1. 

('I) Tatacara pemungutan rerribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pa.saJ 23 

( l) Pemungutan Retribusi ridak dapat diborongkan. 

(2) Retribus] dipungut dcngan mcnggunnk11n SK.RD atau dokumon lain yang 
d1persamak,m. 

PF.Ml TNGT JT AN RF:TRlBT TST 

BAB SJI 

11 



(2) Permohonan pemberulan, pengurangan atau pembaralan ketetapan, 
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud 
ayat (1? harus d~s~paikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala 
L':st!~!l! yang .. ~HunJUk sdrunbar-lam~,ainya 30. (riga puluh) hari seiak ·tanggal 
<l11tmma~ya s~RD alau dokumen lam yang dipersamakan clan STRD dengan 
memherikan alasan yang jclas dan meyakinkan unruk rnendukung 
permohonannya. 

(1) Waiib Retribusi dapat mengajukan permohonan : 
a. pcmbctulan SK.RD atau dokwnen rain yang dipersamakan dan STRD yang 

dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau 
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi 
daerah; 

b. pr;-1igurangan atau pembaralan ketetapan rerribusi yang' ridak benar ; 
c, po:11gu1 augan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan 

kenaikan karena kekhilafan Wajib Rcmbusi atau bukan kesalahannya. 

• 
Pasal 30 

PEMBETiiLAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN 
SERTA PENGHAPVS . .\J'f ATAU PENGURA.NGAN SANKS! ADM11'11S1R<\SI 

BAB XVII 

(1) Bupati atau Kepala Instansi yang ditunjuk berwenang memberikan 
pengurangan, keringsnan, atau pembebesan rerribusi. 

(2) Tatacaia pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana 
dimaksud ayar (I) diamr lcbih lanjut oleh Bupati, 

Pasal 29 • 
PF.NGT.TRAN<;AN, KF.RTNGANAN DAN 

PEMDEDASAN RETRIDUSI 

BAB XVI 

PR~HI 28 

~alam hat Wajib Retribusl tidak mcmbayar tcpat waknmya atau kurang m_embayar, 
dikcnahn sanksi administrasi berupa bungs sebesar 2 % ( dua person) setrap bulan 
dari besarnva retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan 
menggtmak:m STRD. 

SANKS! ADMINIS1Ri\SI 

BAB XV 

Passi 27 
n~ntuk .~urat tcsu . . ,. k .., ran. permgatan arau surar lain y,1ng 11ejeni11 vang chpcrguna11.an 
unru P~IJ~auaa.11 penasil1a11 retribusi diatur lebih i,u\jul oleh Dupati. 

I 

12 



(2) P~ngemb~!i:m sebagaimana dimaksud PJSal 31, dilakukan dengan menerbirkan 
Surat Perinrah Membayar Kelebihan Retribusi. 

(1) Aras. perhirungan sebagaimana dimaksud Pasal 32, direrbirkan buku 
pemindahbukuan yang bcrlaku pula sebagai bukti pcmbayaran. 

P11sal .H 

(J) Pengernbalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat 2 
(dua) bulan seiak diterbitkannva SKRDLB. Kepala Instansi yang ditwijuk 
memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2 l?·o (dua persen) per bulan atas 
kcrerlambatan pembayaran kelebihan rctribusi. 

(2) Kelcbihan pembayaran rerribusi sebagaimana dimaksud ayar (1), dikembalikan 
kepada Wajib Retnbusi paling Iambar 2 (dua) bulan sejak direrbirkannya 
SKRDLB. 

(1) Terhsdap kelebfhan pembayarau retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan 
perhinmgan scbagaimana dimaksud Pa.~I 31, diferbitkan SKRDLB paling 
larnbat 2 (dua) bulan sejak ditcrimanya pcrmohonan pcngcmba1ian kelcbihan 
pembavaran retribusi. 

Pa~al 32 

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), yang berhak atas kele~iha~ 
pembayaran tersebut dapat dipcrhitungkan dengan pernbayarnn rembus! 
selanjutnya, 

P11111l 31 

(1) ~n~k perhitungan pengcrnbalian kelebihw pcmbayaran retribusi, .wajib 
l,ctribus1 harus rneng.ajukan permohonan sccara tcrtulis kepada Bupari atau 
Kepala Instansi yang ditunjuk, 

(l) Atas daaar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), kcJcbihan pernba~ara~ 
retribusi dapar lwgsung diperhitungkan rerlebilt dahulu dengan urang retnbust 
dun atau snnksi admini8lra8i berupe bunga. 

BAB xvrn 
PER.HlTllNGAN PENGEMBALIAN KELEBJHAN 

PEMBAY ARAN RETRIBUSI 

(3) 1 ·atacara Pembetula 
atau penguran · n v_engurangan alau pi:mbatalan keterapan, penghapu.~.m 

gan sank11111dministra11i diatur lebih 1.anjuf oleh Bupati. 

lJ 

I 

I 

.. 
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c. mcminta ketcrangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ; 

b. mcncliti, mcncari, dan mcngumpulkan ketcrangan mcngcnai orang pribadi 
atau badan rentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubunzan 
dengan rindak pidana rerribusi ; - 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti kcterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar kererangan atau 
Iaporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ; 

(2) wewenang Penvidik sebagaimana dimaksud avat (I), adalah : 

(1) Pejahar Pegawai egeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi 
µ,c;wc:llil.llg khusus sebagai Pc:nyiJik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
di bidang Rctribusi Daerah. 

Pasal 36 

PENYIDIKAN 

DADXXI 

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran. 

Pasal 35 

(l) Wajib Retribusi vang ridak melaksanakan kc:wajiban sehmgga merugikan 
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) buLID atau 
denda paling ban yak 4 ( crnpat) kali jumlah retribusi yang terutang; 

KET ENTUAN PIDANA 

BAB XX 

(2) Ka a da~uwa~a pcnagihan rctribusi dimaksud ayat (1) tertangguh apabila: 
'· dttcrb1tkannya Surat Tcguran, atau 
b. 3.<la pengakuan utang rerribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun 

tidak hngsung. 1 • 

(3) Bupati atau Kepala Instansi yang dirurtjuk menerapkan Keputusan Penghapusan 
l'iulnng Retribusi Daerah yang sudah kadaluweree st:bagaimana dimaksud ayat 
(1 ). 

Pasal 34 
(1) Bak untuk mcna ih . . h melam . . gi rctnbus1 maupun dendanva meniadi kadaluwarsa sc:tela 

Ta • ·i PJUI Jangka waktu 3 (tin a) tahun terhitung s~1'ak diterbitkannya Surat 
• gnan kc li · 0 

• • id ,.,.1,1·1 .' cua apabila Wajib Retribusi mclakukan tindak pidana di bi ang 
• , - )1181. 

r 
KAT>Al,TJWJ\RSA I 

BAB XIX 



- 

PaMtl JR 

~a'.-,~~l _rang belum . diarur dafam Pcraruran D.ieraJ1 ini 
,,-..la"°ana:im1ya akan diatur l..:bi11 lm;jut olch Bup.ati. sepan_iang me11genaj 

KETENTl M'¥ Pl!.'NUTUP 

BAB xxnr 

m T7i,1 T_ :alrn Indu~tri, Izin Perluasan Industri clan Tanda Daftar Industri yang pada 
~i d1tc;tllpk.a11.uya Peraruran Daerah iJti masilt dalam 1aJ1ap penyelesaian, maka 
drproscs herdJsarJ;an Peraruran Daerah ini. 

(1) Izin UsahJ Industri dan Tanda Daftar Industri yang teJah diperoleh perusahaan 
industri sebelum ditcrapkannya Peraruran Daerah ini dinyatakan rerap berlaku 
dan wajib melakukan daftar ulang berdasarkan Peraruran Daerah ini 

' 

(l) Persetujuan Pnnsip yang folah Jiperolc,h Perusahaan Industri sebelum 
ditcrapkanny,1 Peramran Daerah ini dinyatakan tetap berlaku liebagai s.1la.h satu 
syarat w1tuk memperoleh Izin Us.1!1.1 Industri berdasarkan Peraruran D.erah ini. 

Pa!!al 37 

KJ!;TtNTUAN J'J!;RALJtfAN 

BABXXII 

menghennknn p'cnyidikan ; 

1 t k r. Jancaran ,,,.nyidikan tindak 
mehkukan ri11d;1kan /Jin yauu per 11 1111 u ,.c r . an n • 
pidnrm di bidang retriou8i menurul hukurn yang dapat dipert ggu g 
j;1wal1k1111 ; 

.1. 

I. 

h. 

· ggalkan ruangan mcnyuruh l>erhenti dan arau mcJarang scscorang menm dart mcriksa 
a:au tcmpat pada saat pcmeriksaan scdang bcrJangsun~ mt,maksud 
idenrir,1s ornn~ clan arau dokumen yang dibaw.a sebag.,i mana c 
huruf C tersebut di 3131:1 ; • 

. ,· dak pidana retribusi; mt>motre1 c t>orn11g y1111g berk.utan denga11 111 
a dan diperiksa 11ebagai 

rnemanggi! RtJReornng un/uli clidengar ketcmng.anny -' 
l~rsangka arau 11,1ksi ; 

g. 

· 'd'k tincJak n~emmta ten11g11 11hJi dalam rangka pelak11anaan tugas pcnyi I sn 
Ptdana di bidm1g retribu~i ; 

' 
c. 

mtmerikN11 huku·I k k dcngan tindak . ,u 11: ~ill11l,m·c11tal1m, ,fon clokumen IHin ber en11an 
pidan11 d, h1cl.1ng retrihu.,i ; 

Illtlakukan buJcuan. penggekdallrui w11u.k mcncfapat.kan bah1111 bukti pcm . · 
pcnc:1t:1ta.n, dan do!mmen-dokumen fain, sertn rnelnJmbn penyitaan 
rcrhadap bal1.1n bukti tcmicbul . 

! 

d. 
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P11.sa\ 3Q 

Pcraturan naerah ini m \ . u a, bertaku ad P a tmgga\ diundangkan. 

Agar setiap oramz. daoat . Daerah ini. den~ ·' mengetanumva, memorintabl<an jl<l\gun<lal1•'" Peratur'" 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupate; Kudus, 

lG 

----- 
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TAJvIBAH .. A_N LEM...BARAN DAE.RAH K!\BUPATEN KUDUS NOMOR Jh 

Pasal J~ 
Cukup jelas 

Ketentuan ini bertujuan mendorong kegiatan industri untuk berlokasi 
di lahan peruntukan industri, sehingga dengan demikian pengendalian 
dampak lingkungan akibat kegiatan industri semakin terkendali, 

Pasal 5 

- 
Jenis ~riz111an sebagaimana drarur dalam ketennran ini dimaksudkan 
:;ebagu1 langlu1h penye<lerhanaun di bidang industri khususnya bagi 
~nt'iahaan indm1tri yane bertokasi di Kawasan lndustri termasuk 
Kawasan Berikat yang melaksanakan kegiatan pengolahan atau bagi 
~eru.sahaan industri yang jenis, komoditi. ataupun proses produksinya 
tidak memsak ataupun membahayakan lingkungan dan tidak 
mcnggunanakan surnber daya alam secara berlcbihan. 
Dengan adanya langkah penyederhanaan ini, maka kepada pengusaha 
industri yang rnemenuhi ketentuan criteria tersebut di atas, dapat 
langsung diberikan Izin Usaha ranpa diwajibkan melalui rahap 
memiliki Persetujuan Prinsip terlebih dahulu, tetapi cukup dengan 
membuar Surat Pcrnyataan. 
Apabila pernegang Izin Usaha Industri dalam jangka waktu tertentu 
tidak merealisasi pembangunan pabriknya maka Izin Usaha Industri 
tersebut batal dengan sendirinya. 
Cukupjelas Ayat (2) 

Pa,al 4. 
Ayat (1) 

l'ukup jel;1s 
Pasat 3 

!)iw~jibkan Izin 
UHiustri barn ada~~salia Industri bagi setiap pendirian perusahaan 
preventif Vano d il l ~crupakan pcngarahan dan sekaligus tindakan 
Pctnbangu°n11nt:,. ~pat ~ilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sehingga 
4lesuai dengan m ustn tetap dapat dilaksanakan secara konsepsionel 
Cukup jQl111; l'encana Yang telah ditetapkan. Ayat (2) s.ll 

Ayat (4) 

Pasal 2 
.'\yat (l) 

C'ukup jela~ 
Pa.'ial 1 

peNJELASAN PASAL DE1,fl PA.SAL 

') 
c: 



Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebul di atas, maka dalam rangka pelaksanaan 
pembinaan, pengarahan, dan bimbingan terhadap industri di Kabupaten Kudus perlu menyusun 
Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Bidang Industri. 

Bahwa perizinan rnerupakan sal.ah satu alat kebijaksanaan yang apabila dipergunakan 
secara efisien akan merupakan alat efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke 
bidang yang benar-benar mendukung pembangunan, Karena itu system perizinan dapat 
dirnanfaatkan antara lain untuk menghindari pemborosan atau penyalahgunaan dana investasi 
yang langka. 
Melalui upaya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri yang dilakukan, Pemerintah 
mengarahkan untuk menciptakan iklirn usaha industri secara sehat dan mantap. Dengan iklirn 
usaha industri seperti itu diharapkan industri dapat memberikan rangsangan yang besar dalarn 
menciptakan Iapangan kerja yang luas, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap 
kemampuan dan kekuatan sendiri dalam membangun industri. 

Pcmbangunan ckonomi . 
masyarakat harus rncrnc yan~ didasarkan kepada demokrasi rnenentukan bahwa 
Oleh karcnanya, rn ka ~g ~an aktif dalam kegiatan pembangunan. 
terhadap J)ertumbuh a k cme~ntah berk~wajiban rnemberikan pengarahan dan bimbingan 
scbaliknya dwiia uS: e onomr serta ?1enciptakan iklirn sehat bagi perkernbangan dunia usaha, 
pcnciptaan iklim t : perd lu rncmberikan tanggapan terhadap pcngarahan dan bimbingan serta 

erse ut engan kegiatan-kcgiatan yang nyata. 

Untuk menun · bcrh . pemb . ~ang . asilnya pembangunan yang bertumpu pada pemerataan 
kb an~an clan hasil-has~ya, stabilitas nasional pada umumnya dan Kabupaten Kudus pada 

u~usn~ a yang sehat dan dinamis, serta pertwnbuhan ekonomi yang cukup tinggi,rnaka perlu 
merungkatkan partisipasi masyarakat. 

Dalam rangka pencapaian pertwnbuhan industri, aspek perizinan ikut memainkan 
pcranan. yang penting, Menyadari akan peranan tersebut, aspek perizinan ini harus rnampu 
memberikan motivasi yang dapat rnendorong dan menarik minat para investor untuk 
menanamkan modalnya di sektor industri, dan karenanya harus rnendapatkan pembinaan secara 
terarah. 

I. PENJELASAN lJMUM 

TENT ANG 

RETRrnusr IZIN BIDANG INDUSTRI 

PENJELASAN 

ATAS 

PERA TlJRAN DAERAH K 
NOMOR 6 TAHUNABlTPATEN KUDus 2002 
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